PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 4 TAHUN 2000

TENTANG

- RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997

Mengingat :

b.
1.

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mensikapi ber-
lakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah-
an Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Temanggung Nomor
9 Tahun 1978 tentang Pemandian Pikatan dan Tirto Asri yang telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Temanggung Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pe-
rubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
Temanggung Nomor 9 Tahun 1978 tentang Pemandian Pikatan dan
Tirto Asri, sudah tidak sesuai lagi maka perlu diganti ;

bahwa untuk itu periu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209) ;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lem-
baran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3480) ;
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4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 3692) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyi-
dik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

10.Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup Retribusi Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat Il ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Temanggung Nomor
7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Temanggung ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Temanggung Nomor
12 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas
Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat Il Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Temanggung Tahun 1995
Nomor 10).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

® a o o

Daerah adalah Kabupaten Temanggung ; :
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung ;
Bupati adalah Bupati Temanggung ;

Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Temanggung ;

Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,
Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha
Tetap serta Bentuk Usaha lainnya ;

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta ;

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya dapat disebut Retri-
busi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata
dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;

. Tempat Pariwisata adalah tempat yang didalamnya terdapat suatu kegiatan yang

berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha terkait dibidang tersebut ;

Tempat Rekreasi adalah tempat yang didalamnya terdapat fasilitas untuk mem-
berikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendi-
dikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu keadaan tertentu dan dapat
dilengkapi dengan penyediaan jasa, pelayanan dan hiburan serta akomodasi :

Tempat Olah Raga adalah tempat yang tersedia sarana / fasilitas yang dapat
dipergunakan oleh perorangan maupun kelompok untuk melakukan kegiatan olah
raga di tempat rekreasi dan pariwisata ;

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perun-

dang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi :

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau
denda ;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat

keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang ;
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n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-un-
dangan retribusi daerah ;

o. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengum-
pulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 1l
NAMA DAN OBYEK, SERTA SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :

a. Tempat rekreasi
b. Tempat pariwisata
c. Tempat olah raga

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan
olah raga yang dimiliki dan dikelola swasta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memkmatl
pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB IlI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
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BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 6

‘Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi
berdasarkan orientasi untuk memperoleh keuntungan dan pengganti biaya
‘pengadaan, pemeliharaan, penyusutan serta biaya pelayanan dengan tujuan untuk
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 7

(1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu
pemakaian.

(2) Besarnya tarip ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu
pemakaian.

(3) Struktur dan besarnya tarip retribusi sebagai berikut :
I. Tempat Rekreasi
1. Obyek Wisata Tirto Asri Kowangan

a. Pintu Masuk Gerbang per orang Rp. 200,-
b. Pintu Masuk Kolam Pemandian per orang Rp. 800,-

. 2. Obyek Wisata Pikatan
a. Pintu Masuk Gerbang per orang Rp. 200.-
b. Pintu Masuk Kolam Pemandian per orang Rp. 1.000,-

3. Obyek Wisata Monumen Bambang Sugeng
Pintu Masuk Gerbang per orang Rp. 200.-

Il Retribusi Usaha
a. Bagi orang yang berjualan dan atau mengadakan usaha didalam lingkungan
tempat rekreasi dan wisata dikenakan retribusi dengan cara

1. Dijajakan / Asongan Rp. 200,-/ hari
2. Menetap diluar bangunan Rp. 750,-/ hari
3. Menetap di dalam bangunan Rp. 1.000,- / hari

b. Bagi setiap Pengusaha Jasa Foto keliling dikenakan retribusi Rp. 1.000,- / hari
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HI. Tarip Khusus
Pengenaan tarip untuk hal-hal yang bersifat khusus ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi,
pariwisata dan olah raga diberikan.

BAB VilI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang diper-
samakan.

BAB Vil
MASA SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
wajib retribusi untuk menggunakan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

(2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB IX
SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.
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BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi diatur de-
ngan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13
(1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh
tempo STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat
lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

BAB XII
PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI
Pasal 14
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi.

(2) Tata Cara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIlII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pariwisata.
Pasal 16
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini dilakukan oleh Pengawas
Fungsional Bagian Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDILKAN
Pasal 18

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Iingkungan'Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tidak pidana di
bidang retribusi daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
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a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut lengkap dan jelas ;

_meneliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

_meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan

dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

_memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak

pidana di bidang retribusi daerah ;

. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pen-

catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap ba-
han bukti tersebut ;

. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang retribusi daerah ;

. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

_ memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

_ melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.



(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi tahukan dimu-
lainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Temanggung Nomor 9 Tahun 1978 tentang Pemandian Pikatan dan Tirto
Asri yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Temanggung Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Ketiga
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Temanggung Nomor 9 Tahun 1976
tentang Pemandian Pikatan dan Tirto Asri dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung.
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Disahkan di : TEMANGGUNG
Pada tanggal : 8 Agustus 2000

BUPATI TEMANGGUNG
Cap. Ttd.
SARDJONO
Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 9 September 2000
SEKRETARIS DAERAH

Cap. Ttd.

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000 NOMOR 9



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

1. PENJELASAN UMUM.
Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peme-
rintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah untuk dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu
sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arah
bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam hal pemungutan retribusi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi
Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Re-
kreasi dan Olah Raga ditetapkan menjadi salah satu golongan Retribusi Jasa
Usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat Il Temanggung Nomor 9 Tahun. 1978 tentang Pemandian Pikatan

dan Tirto Asri yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat lf Temanggung Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubah-
an Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Temanggung Nomor 9

Tahun 1978 tentang Pemandian Pikatan dan Tirto Asri perlu disesuaikan dengan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 7 ayat (3) | . Cukup jelas

Pasal 7 ayat (3) Il huruf a ©Yang dimaksud dengan bangunan adalah
lingkungan didalam tempat pariwisata dan
atau tempat rekreasi.
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